A eefecele Pelase

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR fn TAEUN 2014
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

< Menimbang a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor B Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang di dalamnya
mengatur Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, maka sesuai ketentuan Pasal 58 perlu disusun
aturan pelaksanaannya kedalam organisasi dan tata kerja yang

meliputi kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas:

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, susunan Organisasi dan Tata Kera Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Bekasi
-4 tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupat

Mengingat e Lind_angvldndang Momor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1850);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintan Pusat dan Daerah (Lembaran
MNegara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438);




Meneatapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2071 tentang Pembentukan
Paraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5234):

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor § Tambahan Negara Nomor 5484

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintanan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indenasia Tahun 3014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemernntah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 MNomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nemor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 8);

§_ Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor B Tahun 2014
tentang Organisasi Perangkat Daerah- Kabupaten Bekasi
{Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO. KECIL DAN
MENENGAH



BAB |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi,

Cemarintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagal unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Bekasi

Sekrataris Dasrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi,

Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikre, Kecil dan Menengan:

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana yang
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan benanggung jawab
kepada Kepala Dinas dan secara operaional di koordinasikan oleh Camat

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawal Negari Sipil yang diberi
tugas, wewenang dan hak secara penuh cieh pejabat yang berwenang uniuk
melaksanakan kegiatan sesual dengan profesinya dalam upaya mendukung

kelancaran tugas pokok Dinas.

BAB |l
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 2

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas mempunyal kewenangan:

A. Kelembagaan Kopéerasi

1 Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan. dan peleburan, serta

pembubaran koperasi.
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2 Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, seria pembubaran
koperast datam wilayah Kabupaien Bekasi

3 Fasilitast pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi
dalam wilayah Kabupaten Bakasi

s Fasilitasi pelaksanaan pengesanan perubahan AD yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperas: dalam

wilayah Kabupaten Bekasi.

Easiitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesual
dengan pedoman pemerintah di tingkat Kabupaten Bakast.

L

& Fasilitas| pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP
dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi,

B Pemberdayaan Koperasi
1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi.

2 Penciptaan usaha simpan pinjam yang senal di tingkat kabupaten sesuai

dengan kebijakan pemerintan:

3 Pengembangan iklim serta kendisi yang mendarang pertumbunan dan

pemasyarakatan koperasi dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

4. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah Kabupaten
Bekasi

5 Periindungan kepada koperasi dalam wilayan Kabupaten Bekasi.
C. Pembinaan dan Pengawasan Koperasi
4. Pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengawasan koperasi:

2 Monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang mendapat pembiayan/
permodalan dari bantuan AFBN, APED. BUMN serta pembiayaan/
permodalan lainnya;

3. Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan
KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi,

4  Permbinaan KSP dan USP dalam wilayah Kabupaten Bekasi,



Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilzyah
Kabupaten Bekasi yang tidak melaksanakan kewajibannya:

Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi
di tingkat Kabupaten Bekasi.

Pembperdayaan UMKM

1.Penetapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim
usaha bagi usaha kecil di tingkat Kabupaten Bekasi meliputi:

Pendanaan/penyadiaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan

kebutuhan dana;
Persamngan;
Prasarana,
Informasi;
Kemitraan;

Perlindungan.

Pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di

tingkat kabupaten meliputi-

Produksi;
Pemasaran;
Sumber daya manusia;

Teknologi.

Fasilitasi akses penjaminan dalam penysdiaan pembiayaan bagl UMKM di

tingkat kabupaten meliputi:

Kredit perbankan:

Penjaminan lembaga bukan bank;

Modal ventura;

Pinjaman dar dana pengasihan sebagai laba BUMN;

Hibah:



- Jenis pembiayaan lain.
Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana Pemerintan Kabupaten di bidang koperasi dan

usaha mikre, kecil dan menengah,

(2) Dinas dipimpin oleh seograng Kepala Dinas yang berada o pawah dan
bertanggungjawab kepada Bupat melalu Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
’ Tugas Pokok
Pasai 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 2

s Dalam menyslenggarakan ftugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Dinas

mempunyai fungsi:

8. T perencanaan operasional kegiatan di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan

menengah;

b, penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi, uasha mikro, kaell dan
menengah;

c. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan di  bidang koperasi,
usaha mikro, kecil dan menangah;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas
dan fungsinya.



membina dan mengawasi KSP dan USP koperasi.

merumuskan kebijakan teknis alokasi fasiliitas pembiayaan koperast dan
UMKM metalui bank milik koperasi. koperasi bank, lembaga keuangan nan
bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya serta pengembangan
institusi pasar, jaringan lembaga Keuangan, teknologi tepat guna;

memantau dan mengevaluasi pelaksanaan keria sama dengan lembaga

dan/stau badan luar negeri dalam pengembangan Koperasidan UMEM:

merumuskan bahan-bahan penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan
UMKM;

menyelenggarakan kebjjakan pemberdayaan koperasi melipull penciptaan
usaha simpan pinjam yang sehat,

menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam
pembuatan laporan tahunan KSP dan USP;

menyslenggarakan fasiltasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian
akibat pembubaran KSP dan USP;

memberikan sanksi administratf kepada KSP dan USP yang tidak

melaksanakan kewajibannys;

menyelenggarakan penilaian kesehatan terhadap KSP/USP primer dan
skunder;

mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi dalam bentuk Pemberian bimbingan dan
kemudahan koperasi, periindungan kepada koperasi, Penyusunan réncana

operasional program pengembangan koperasi.

menyelenggarakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib
dilaksanakan oleh kabupaten di bidang koperasi:

menyelenggarakan pemantauan penerapan perjanjlan atau persetujuan
nternasional yang telah disahkan atas nama negara di bidang Koperasi
sera bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produks: pembiayaan,
pemasgaran dan jaringan usaha serla pengembangan sumber daya
manusia, program pengembangan jaringan sistem infermasi koperasi; dan

imbingan pedaman akuntanst Koperasi;
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menstapkan kebijakan pemberdayaan usaha mikro kecli dan menengah
dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah yang
meliputl pendanaan/penyediaan sumber dana, tala car@ dan syarat
pemenunan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan,
perizinan dan perlindungan,

menyelenggarakan serfifikasi usaha mikro  kecll  dan menengah
pekenasama dengan SKPD terkait

membina dan mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah meliputi

sroduksi, pemasaran, sumber daya manusia gan teknologi serta promosi,

mamdasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi
UMKM meliput! kredit perbankan, penjaminan lembaga bukan bank, modal
ventura, pinjaman dari dana pengasilan sebagal laba BUMN, hibah, gan
jenis pembiayaan |ain;

mehyelenggarakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang UMKM;

menvelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal
pada koperasi dan sistem distribusi bagl koperasi dan LMEM

menyelenggarakan keordinasi dengan dinas fain,

menghimpun, mangolah dan meriganalisa data serta penyajian daia hasil
kegiatan urusan pelayanan Dinas,

menyusun laporan akuntabilitas kerja Dinas:

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan Dinas;
mangendalikan pelaksanaan igknis kegiatan dalam lingkup Oinas;
melakukan pemeliharaan barang milik daerah dalam lingkup Dinas;
mempelajari, memahami can menyelenggarakan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan bigang fugasnya,

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Dinas.

rmemberikan saran dan perimbangan di bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventanisasi permasalahan lingkup
ugasnya seria mencarn alternatif pamecanannya:

membagi tugas dan memberi petunjuk kKepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan tugas:




BAB Il
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Faszal &

Binas terdwidarn unsur-unsur:

=

b.

(1)

Eimpinan:
Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat dan Sub Bagian:

Pelaksana adalah Bidang, Seksi-seksi, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

Organisasi Dinas Terdirt dari;
a. HKepala:
b, Sekretarial, membawankan
1)  Sub Bagian Perencanan;
2) Sub Bagian Keuangan
3) Sub Eagi:an Umum dan Kepegawaian.
¢. Bidang Koperasi, membawahkan:
1) Seksi Kelembagaan Koperasi;
2)  Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi
d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan:
1)  Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

2) Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM,



f)

(1)

(<)

e Bidang Data dan Fasiitasi Pembiayaan. membawahkan
1)  Seksi Data dan Informasi Keperasi dan UMKM;
2} Seksi Fasilitasi Pembiayaan.

f Bidang Penilaian dan Pengawasan, membawanxan:
1)  Seksi Penilaian Koperasi dan UMKM;

2} Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM.

g UPTC
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Dings sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor 8 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupten Bekast.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Dinas
Fasal &

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin,  Merumuskan,
mengoordinasikan, memboina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah bidang pendapatan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

a merumuskan dan menetapkan program kera Dinas sebagal pesdoman

pelaksanaan tugas:

b menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Koperas: dan UMKM
sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati.

c. membina dan mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UMKNM:

4. merumuskan kebilakan dan mengesanhkan pembentukan, penggabungan,
perubahan AD dan peleburan, serta pembubaran koperasi,




A
engembangkan karier
melaporkan hasil pelaksanasn tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olen atasan.

Faragraf 2
Sekretariat
Pasal B

(1) Sekretariat dipimpin oieh seorang Sekretars yang mempunya2r Tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan
kegiatan operasional adminisirasi umum, keuangan dan kKepegaweman Seria

pengelolaan perencanaan, evaluas: dan pelaporan.

(2) Sekratariat mengkoordinic kegiatan bidang-bidang.

(3} Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),
Seiretaniat mempunyai fungsk:

d.

o

penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggsraan administras
umum; keuangan dan kepegawsian serla perencanaan, evaluasi dan

pelaparan;

pefencansan opefasional kegiafan adminstrasi umum. ksuangan dan
kepegawatan:

pengendafian dan pembinaan administrasi umum, keuangan dan
Kepegawaian serta perencanasn, evaluas dan pelaporan

pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang,

peiaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas
pokok dan fungsinya.

(4} Dalam menyelanggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretanat membawahkan,

5,

-8

c.

Sub Bagian perencanaan:
Sub Bagian kevangan;

Sub Bagian umum dan kepegawaian.



Pasal 10

Sskretars dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal & mempunyal uraian iugas sebagal benkul

3. menyusun program Kerja sekretariat sebagal pedoman pelaksanaan 1ugas:

b, merencanakan operasionsl Sekretariat berdasarkan skala priontas dan dana yang
tersedia sebagail dasar pelaksanaan tugas,

¢, mengoordinasikan bahan penyusunan RFPJPD. RPJMD dan RKPD Dinas sebagal
bahan penyusunan RPJPD. RPIMD dan RKPD Kabupalen.

d. mengoordinasikan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana
Kerja (Renja) Dinas sebagai pelaksanaan RPJPD. RPJMD dan RKPD Kabupaten;

e mengoordinasikan bahan penyusunan LPPD tahunan dan lima tahunan Dinas di
pidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan asel sebagal bahan penyusunan

LPPD whunan dan fima tahunan Kabupaten,

.-“

mengoordinasikan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tshunan Dinas di
bidang pendapatan, pengeloiaan keuangan dan aset ssbagai bahan penyusunan

LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Bupati

g. mengoordinasikan bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA),
Dokumen Petzksanaan Anggaran {DPA) dan Dekumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DFPA) Dinas:

h. mengoordinasikan penyusunan |aporan akuntabilitas kinerja Dinas:

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administras: umum,

keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

|- menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

k. Melaksanakan penatausahaann keuangan atau verifikasi yang berkaitan dengan

aOKUMmEnN KeUangan

mengoordinasikan bidang-bidang pada Dings dalam rangka menghimpun
perencanasn kegiatan, evaluasi dan menganalisa data seriz laporan hasil

kegiatan




(1)

(2)

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan bidang tugasnya;

membarikan saran dan pertimbangan teknis administrasi umum keuangan dan

kepegawaian serla perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan.

menyusun laporan administrasi  umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagal pertanggungjawaban kepada

atasan,

membagl tugas dan member petunjuk kepada bawahan untuk Kelancaran

pelaksanaan tugas,

menilal hasil keda bawahan gecara berjenjang dengan jalan memonitor dan

mengevaluasi hasll kefanya untuk bahan pengembangan karier,
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan clen atasan

Pasal 11

Sub Bagian Pergncanaan mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan administrasi
perancanaan, evaluasi dan pelaporan pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

_Bagian Perencanaan mempunyai fungsi.

a, persncanaan kegiatan perencanaan, avaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan keglatan, evaluasi dan laporan dari

masing-masing bidang pada Dinas;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan iaporan dar

masing-masing bidang pada Dinas,




meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dan masing-masing bidang pada Dinas;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 12

Sub Baglan Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uraian lugas

sebagai benkut:

&,

menyusun progeiam  kerja Sub  Bagian Pergncanaan sebagal  pedoman

pelaksanaan tugas;

merencanakan operasional Sub Bagian Perencanaan berdasarkan skala prioritas
gan dana yang tersedia sebagai dasar daiam pelaksanaan tugas,

menghimpun bahan penyusunan RJPD, RPJMD dan RKPD Dinas dari masing-
masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPIMD dan RKPD

Kabupaten;

menghimpun bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
(Renja) Dinas dari masing-masing bidang sebagal pelaksanaan RPJPD, RPJIMD

dan RKPD Kabupaten;

mengumpulkan bahan penyusunan LEPD tahunan dan lima tahunan Dinas &
bidang pendapatan, administrasi keuangan dan asset sebagai bahan penyusunan

LPPD tahunan dan lima tahunan kabupater;

mengumpulkan bahan penyusunan LKPJ tahunan dan lima tahunan dalam bidang

—pendapatan, administrasi keuangan dan asst sebagal bahan penyusunan LKFJ

tahunan dan akhir masa jabatan Bupati,

menghimpun bahan penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran (REA], ookumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelakzanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Dinas,

menghimpun, memaduseraskan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan
dari bidang-bidang pada Dinas;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegatan Dinas
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menghimpin. mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
masing-masing bidang,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
WgasSnya serta mensan aiternatif pemesanannya

menghimpun. mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegistan
masing-masing bidang;

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan laporan

kegiatan fugas pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinst:

FgnyJsun bahan perselujuan dan banan penetapan urusan pemeanntahan daeran
yang ditugas pembantuankan kepada pemerintah desa sesual cengan lingkup

tugasnya.

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasaiahan dalam
lingkup tugasnya serta mencarn aiternatif pemecahannya:

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Perencanaan;

mempelajar, memahami dan melaksanakan paraturan perundang-unaangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya,
mambarikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasary

membagl lugas dan membern petunjuk kepada bawahan uniuk kelancaran

pelaksanaan ugas

_meniia hasil kerja pawahan dengan jafan memonitor gan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan kaner,
menyusun laporan pelaksanaan tugas ganfatau kegiatan xepada atasan,

melzksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olsh atasan.
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(£)

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan xegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol pelaksanaan adminisiras

keuangan pada Dinas

Untuk melaksanakan tugss pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat {1). Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada Dinas;

b, pelaksanaan administrasi keuangan pada Dinas;

¢c. pembagian pelaksanaan ugas administrasi keuangan pada Dinas:

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Paszal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai

berikut:

a menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan sebagai pedoman peiaksanaan
tugas;

b, menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan berdasarkan skala prioritas
dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas

c. menyusun rencana kerja administrasi keuangan Dinas;

d. melaksanakan kegiatan adminisirasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan (PPK) di lingkungan dinas sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

e meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK]
meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS sena penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan cleh bendahara pengeluaran;

g. Membantu dan menyiapkan administrasi penatausahaan keuangan di lingkungan

Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan,



memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU,

mensliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP  kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening;

menviapkan SFM,
melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai neger sipil lingkup Dinas;
melakukan verifikasi harian atas penenmaan;

menyelenggarakan akuntansi keuangan vang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaran kas, akuntans: asat tetap dan akunians! seiain kas.

menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan:
menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan aknir tahun,
menyusun catatan atas laporan Keuangan,

mengevaluasi pelaksanaan lugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugas serta mencar alternatif pemecahannya;
melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sub Bagian Keuangan,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan unfuk Kelancaran

pelaksanaan fugas;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk hahan pengembangan karier;

menyusun laporan peiaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Pasal 15

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokak merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagl tugas dan mengontrol  pelaksanaan lata
warkat kepegawaian. kehumasan dan dokurnentasi, perlengkapan, perbekalan

dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran pada Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

s perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, pertlengkapan, perbekalan dan keperjuan alat wlis serta ruang

perkantoran;

b, pelaksanaan urusan  fata  warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, periengkapan, perbekalan dan keperiuan alal wihs seria ruang

perkantoran,

¢. pembagian pelaksanaan iugas urusan (3i3 warkat, kepegawaian,
kehumasan dan dokumentasi, parlengkapan, perbekalan dan keperluan alat

twilis serta ruang perkantoran,

d. pelaksanaan tugas lain yang diperikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyal uraian

tugas sebagal berikut:

4.

menyusun  program kerja Sub Bagian Perencanaan sebagal pedoman
pelaksanaan Wgas,

merencanakan operasional Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas.

menyusun rencana kegiatan urusan sata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis seria fuang

perkantoran Dinas,




Dinas melputi pengaturan pengeioclaan suratl
masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas:

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperuan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas:

menyusun rencana kebutuhan barang Dinas;
menyusun rencana kebutuhan pemeliharaan barang Dinas;
melaksanakan penyusunan daftar kebutuhan barang lingkup Dinas:

melaksanakan pengadaan periengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan
gedung kantor dan keperiuan alat tulis kantor (ATK) Dinas;

melaksanakan penyusunan daftar barang Dinas menurut pengolongan dan kodifikasi
barang;

melaksanakan pencatatan barang milix daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B,
C.D.EdanF;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan

bangunan;

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan
penyusunan Buku Inventars dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintan

daeran:

pendistribusian perlengkapan dan keperiuan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;

menyusun bahan pengajuan peneiapan status untuk penguasaan dan penggunaan
barang milik daerah yang diperoleh dan hehan APED dan perclehan lainnya yang

sah;

melaksanakan pencatatan dan inventansasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaan Dinas.

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik dagrah berupa tanah dan/atau
bangunan yang tidak memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain

tanah dan bangunan;



aa.

ob.

administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkata (KGE], daftar urut kepangkatan
(DUK), data pagawai, kartu pegawai (Karpeq), Karie/ Karsu. tunjangan anak atau
keluarga, Askes., Taspen, iaperum, pensiun, membuat usulan formasi pagawa
mambuat usulan (zin belajar, membuat usulan izin dikiat, penyssuaian jazah, usuan
nemberian penghargaan, mamberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan
Fungsional, pembinaanfteguran disiplin pegawsai, meambuat konsep usulan cuti
pegawal sesual aturan yang berlaku, membuat kensep pembenan izin nikah dan
cerai, membuat usulan pemberhentan dan pengangkatan dari dan dalam jabatan,
membuat dan atau mengusulkan perpindanan alau mutasi pegawal sesuai dengan
seraturan yang berlaku, melaksanakan pengeiolaan Sasaran Kerja Pegawal (SKP),

mengelola administrast perjalanan dinas lingkup Dinas;

mengevaleasi pelaksanaan fugas dan menginventarisasi permasalahan di Iingkuo
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

melaksanakan pengawasan intemal di lingkungan Sub Bagian Umum dan
Kepagawaian,

mempelajar, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkartan dengan bidang wgasnya.
memberikan saran dan perimbangan teknis kepada atasan.

membag tugas dan memben petunjuk kepada bawahan agar peiaksanaan Wgas
dapat benalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevailast hasil kerjanya
untuk bahan pengembangan karier

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan Kepada atasan:

malaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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Bidang Koperasi dalam menhyelenggarakan tuagas pokok dan fungsi

Paragraf 3
Bidang Koperagl
Pasal 17

Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunya tugas pokok
merencanakan operasional, mengeicla, mangoordinasikan, mengendalixan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan koperasl.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Koperasi mempunyal fungsi
a  perencanaan operasional urusan koperasi,
o pangelolaan urusan koperasi;

pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan koperas

€

4  pelaksanaan tugas lain yang diberkan cleh atasan sesual dengan tugas dan
furgsinya;

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Koperas|,

membawahkan.
a Seksi Kelembagaan Koperasi;

b Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi.

Pasal 18

sebagaimana

di-n‘_aair.suci pada Pasal 17. mampunyai uraian ugas sebagal benkut:

4.

B

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Koperasi,
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Koperasi;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesual bidang tugasnysa sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LFPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menyispkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;



menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) gan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Koperasi;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bidang Koperasi;

mengeicla dan menganalisa berkaitan urusan koperasi yang meliputi bidang

garapan kelembagaan, penyuluhan dan pemberdayaan koperasi;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pembentuxan, penggabungan, dan

peleburan, serta pembubaran koperasi:

menyusun bahan-bahan untuk mengesahkan pembeniukan, penggabungan, dan
celeburan, serta pembubaran koperasi i wilayah Kabupaten;

menyelenggarakan hasil-hasil pengssahan perubahan AD yang menyangkut
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah
kabupaten;

menyetenggarakan pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesual dengan

padoman pemerintah di tingkat kKabupaten;
membina dan mengawas: KSP dan USP koperasi di tingkat kabupaten]

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengasahan akia pendirian, perubahan
anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi yang

berskala kabupaten,

menyelenggarakan hasil-hasil penstapan unggulan dan kinena koperasi dan

UMEM:

menyelenggarakan penilaian kesenatan KSP / USP dan kiasifikasi koperasi

menyelenggarakan  kebijakan pembinaan  Bimbingan dan penyuluhan
xoperasildalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP calam wilayah

kabupaten:

memfasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran
KSP dan USP dalam wilayah kabupaten:

membern sanksi administratiil kepada KSP dan USP galam wilayah kabupsaten

yang tidak melaksanakan kewajibannya;



aa.

bb.
o,

dd.

ag-

hh.

menyusun dan menganalisa iklim sena kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
permasyarakatan koperasi dalam wilayah kabupaten dalam bentuk menyusun
bahan-bahan bimbingan dan kemudahan koperasi, periindungan kepada koperasi,
dan rencana operasional program pengembangan koperasi dalam wilayah

kabupaten;

menyelenggarakan kebijakan teknis operasional program penumbuhan iklim yang
kondust bagi pembangunan koperasi,

menyelenggarakan pedoman stanaar pelayanan minimal di bidang koperasi,

memonitoring dan evaluasi terhadap koperas! yang mendapat pembiayaan /
permodalan dari bantuan APBN, APBD. BUMN serta pembiayaan lainnya;

menyelenggarakan pemantauan pensrapan perjanjian. atau persaujuan
internasional yang felah disahkan atas nama negara di bidang koperasi,
bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produksi, pemasaran dan jaringan

usaha serta pengembangan sumber daya manusia,

menyslenggarakan program pengembangan jaringan sistem informasi koperasi;

pimbingan pedoman akuniansi koperasi,
mengoordinasikan program keterpaduan pembercayaan Koperasl

menyelenggarakan pemberian perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan
kepada koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan

barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah;

menyelenggarakan tugas pembantuan dar pemerintah dan pemerintah provinsi;

menyelenggarakan koordinas dengan bidang lain

- menghimpun, meng:ca!ah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang Koperasi,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Koperasi:
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Koperasi;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daeran di lingkup Bidang

Koperas:
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mempelajan, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Koperasi;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Koperasi,
memberkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

malaksanakan evalussi tugas can manginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecanannya

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

membimiing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas

dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

Karier:
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan cleh atasan.

FPasal 19

Seks: Kelembagaan Koperasi mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan,
melasksanakan, membagi fugas dan mengontrol Kegiatan teknis dan administrasi
kelembagaan koperasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan kelembagaan koperas:
o, pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperas:
e pembagian pelaksanaan tugas kelembagaan koperas:

d. peiaksanaan tugas lain yang diperikan oleh atasan sesuai dengan fugas dan

fungsinya



Pasal 20

Seksi Kelembagaan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyal uralan tugas
ssbagai berkut

|E

K.

menyusun program kerja Seksi Kelembagaan Koperasl sebagal pedoman
pelaksanaan tugas:

merencanakan operasional Seksi Kelembagaan Koperasi berdasarkan skala

prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas:
menghimpun dan mengelah bahan evaluasi program dan kegiatan Seksi
Kelembagaan Koperasi;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pembentukan, penggabungan, dan

peleburan sera pembubaran koperasi;

menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pendirian

kelembagaan koperasi;

menyusun bahan-bahan untuk mengesahkan pembentukan, penggabungan, dan

peleburan serna pembubaran koperasi;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengesahan akta pendirian, perubahan

anggaran dasar dan pembubaran, penggabungan badan hukum koperasi;

memfasiltasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran

KSP dan USP:

malakeanakan pedoman standar pelayanan minimal di mdang kelembagaan

koperasi;

_melaksanakan koordinasi dengan seksi lain:

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan

Seksi Pendaftaran:
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
menyusun pertanggungjawaban laperan kegiatan dan keuangan

melaksanakan pengawasan internal  di lingkungan Seksi Kelembagaan

Koperasi;



o mempelajan, memahami dan meilaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya.

p.  memberikan saran dan pertimbangan teknis Didang tugasnya kepada atasan;

g. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya sarta mencar alternatif pemecahannya:

r membagl tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk ketancaran

pelaksanaan tugas.

= menilai hasil kerfja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

kariar:

ark

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

u. melaksanakan tugas kedinasan |ainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

(1) Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyal tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol Kegiatan
teknis dan administrasi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi PBE.

(2) Untuk meiaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Saksi
Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai fungsi:

s perencanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi;

& pembagian pelaksanaan tugas Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan

Koperasi,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh aiasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
Pasal 22

Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh secrang Kepala,
mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. menyusun program kerja Seksi Penyuluhan dan Pembearaayaan Koperasi sebagai

pedoman pelaksanaan tugas,
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merencanakan operasional Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia scbagal dasar dalam

pelaksanaan tugas,

menghimpun dan mengolah bahan evaluasl program dan kegiatan Seksi
Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi;

melaksanakan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi penciptaan usaha

simpan pinjam sesual dengan kebijakan pemenntah;

melaksanakan kebijakan teknis pengembangan institlsi pasar, jaringan lembaga
keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperasi mampu bersaing;

menyiapkan bahan penyuluhan perkoperasian.

menyusun dan menganalisa ikiim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan
pemasyarakatan koperasi dalam bentuk penyusunan rencana gperasional

program pemberdayaan koperasi;

menylapkan bahan fasilitasi koperasi dalam rangka pencadangan lokasi usanha,

bidang usaha, pengadaan barang dan jasa, pemborongan barang pemerintah;
melaksanakan pengembangan sumber daya manusia koperasi

menyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan koordinasl program keterpaduan

pemberdayaan koperasi.

melaksanakan pemberian perlindungan daiam rangka kebijakan perizinan kepada
koperasi antara lain pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang

dan jasa, pemoorengan barang pemerintah:

melaksanakan kebijakan pemberdayasn koperasi meliputi penciptaan usana
simpan pinjam ryang sehat di tingkat kabupaten sesual dengan kebijakan
pemerintah, bimbingan dan penyuluhan koperasi da@am pembuatan laporan
whunan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten, pemoinaan KSP dan USP
dslam wilayah kabupatén, fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian
akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilaysh kabupaten serta pemberian
sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kabupaten yang tidak

melaksanakan kewajibannya;

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;



)

menghimpun, mengolah dan menganalisa data seria penyajian data hasil kegiatan
Seksi Penyuluh dan pemberdayaan Koperasi;

menyusun bahan faporan akuntabilitas kerja:

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan Seksi Penyuluhan

dan pemberdayaan koperasi,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan
Seksi Penyuluhan dan pemberdayaan koperasi;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Penyuluhan dan

pemberdayaan Koperasi,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

barkaitan dengan bidang wgasnya,
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang Deriaku;

memberikan petunjuk kepada bawsahan agar pelaksanaan tugas dapal benaian
lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,

“melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan




(7]

{2)

KL

Paragraf 4

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 23

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengan dipimpin oleh seorang Kepala dan
mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan operasional, melaksanakan
penyUsuran program dan petunjuk teknis penyelenggarazan kegiatan usaha mikro,
kecil dan menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bigang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. mempunyai fungst:

a  perencanaan operasional kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah
b. penyeslenggaraan kegiatan usaha mikre, kecil dan menengah:

c. pengendalian dan pembinaan penyelenggaraan kegatan usaha mikro, kecil

dan menengah,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuaj dengan

tugas dan fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Usaha Mikro, Kecil gan

©

Menengah, membawahkan:

= Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
b Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM.
Pasal 24

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam menyeienggarakan tuagas pokok dan

fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai berkut

a.

merencanakan program kerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai

pedoman pelaksanaan tugas:

merencanakan operasional Bidang Usaha Mikro, Kecl gan Menengan
berdasarkan skala prioritas dan dana yang fersedia sebagal dasar dafam

paiaksanaan fugas,
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menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Bidang Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah yang akan dikoordinasikan oleh  Sekretariat  sebagai
pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupat:

melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya dengan instansi terkait;

mempertanggungjawabkan laporan kegiatan dan keuangan secara bulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretariat pada Dinas Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pengelolaan Keuangan dan Asel |

menyusun bahan perumusan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan UMKM
melalui bank milik kopsrasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan
lembaga keuangan alternatif lainnya; dan pengembangan institusi pasar, janngan
lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan UMKM mampu hersaing,

menyusun bahan perumusan penetapan unggulan dan kinerja UMEM,

melaksanakan pedoman standar peiayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh
xabupaten di bidang UMEKM:

melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasional
yang telah disahkan atas nama negara di bidang UMKM;

mengoordinasikan program keterpaduan pemberdayaan UMKM,

menyusun penstapan kebijakan pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan ikiim
usaha bagl usaha kecil di tingkat kabupaten meliputi. pendanaan/penyediaan
sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebulunan dana; persaingan,

prasarana; informasi; kemitraan; perizinan perlindungan;

membina dan mengembangkan UMKM di tingkat kabupaten meliputi produksi,

pemasaran, sumber-daya manusia gan teknologh:

memfasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UMEM di
tingkat kabupaten meliputi kredit perbankan, penjaminan fembaga bukan bank,
modal ventura, pinjaman dan dana pengasihan sebagai laba BUMN, hibah dan
Jenis pembiayaan lain;

menyelenggarakan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan
oleh kabupaten di bidang UMEM;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain:
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menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

rmenyusun pertanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan peiaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah;

melakukan pangamanan dan pemeliharaan barang milik daeran di lingkup Bidang
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang WUsaha Mikro, Kecil dan
Menengah;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengan bidang tugasnya,

memberikan saran dan periimbangan teknis bidang tugasnya kepaca atasan

melaksanakan evaluzsi tugas dan menginventansasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepaca kawahan untuk Kelancaran

pelaksanaan tugas,

menitai hasil kerja bawahan secara berjenjang uniuk bahan mengembangkan

karer

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

rrisiakeanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olen atasan.

Pasal 25

Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan

teknis dan administrasi Kemitraan Usaha Mikro. Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Kemitrazn UMKMmempunyal fungsi:

a perencanaan kegiatan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;

b. pelaksanaan kegiatan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah;
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¢ pembagian pelaksanaan tugas kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah:

d.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.

Fasal 26

Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menangah dipimpin oleh searang Kepala

mempunyal uraian tugas sebagal berikut:

a.

menyusun program kerja Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
sebagal pedoman pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Seksi Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
berdasarkan skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiaian Seksi

Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

menyusun bahan-bahan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan
kebijakan pemberdayaan UKM melalul kemitraan usaha dalam penumbunan iklim

usaha bagi usaha kecil di tingkat kabupaten;

menyiapkan, mengeolah dan menyusun data laporan perkembangan Didang
kermitraan UMKM,

menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang kemitraan
UMEM;

menyiapkan bahan pelaksanaan perlindungan kepada UMEM:

_ menyiapkan baharr penyusunan Daftar ldentifikasi Masalah (DIM) kemiraan agan

perindungan UMKM;

menylapkan bahan untuk pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplifikasi kemitraan UMKM;
melaksanakan koordinasi dengan seksi lain.

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegatan
Seksi Kemitraan Uzaha Mikro, Kecil dan Menengah;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
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menyusun penanggungiawaban laporan kegiatan dan keuangan,

meiaksanakan pengawasan internal  di lingkungan Seksi Kemiraan Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah;

mempelajarl, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya,

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Seksl Kemitraan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah;

membenkan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasl tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari attemnatif pemecahannya,

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawsahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas;

menilar hasil kefa bawahan secara benenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

mealaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan aleh atasan

Pasal 27

Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKMmempunyal tugas pokok
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagl tugas dan mengonirol keglatan

teknis dan adfminisirasi pengelolaan pajak daerah di bidang penetapan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Pengembangan dan Promosi Produk UMKMmempunyai fungsi;

a, perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;
b. pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMEM;

c. pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan dan Promosi Produk
UMEKM;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
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Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKMdipimpin oleh secrang Kepaia,
mempunyal uraian tugas sebagal berikut!

a

e

menyusun program Kerja Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMEM
sebagal pedoman pelaksanaan fugas:

merencanakan operasional Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMEM
berdasarkan skala priortas dan dana yang tersedia sebagal dasar galam
pelaksanaan tugas:

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Seksi

Pengembangan dan Promosi Produk UMEM:

menyiapkan bahan fasilitasi produk-produk ungguian UMKM uniuk diakses di

pasar lokal, regional dan nasional,

menyiapkan bahan fasilitasi sarana dan akses pemasaran bagl produk-produk
usaha UMEM;

menyelenggarakan dan membimbing kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah

yang meliputi produksi. sumber daya manusia, promosi, pemasaran gan teknologl;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan pengembangan SDM pelaku usaha

mikro, kecil dan menengah.

menyiapkan bahan pengembangan usaha mikro kecil dan menangah melalui

promasi / gelar produk usaha mikro kecil dan menengah;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan penetapan ungguian dan Kinena

UMEM.

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan teknis operasional

program pengembangan UMKM,

monitoring dan evaluasi terhadap usaha mikro kecil dan menengah yang
mendapat fasilitas pembiayaan dari BUMN, perbankan atau lembaga keuangan

lainnya;

melaksanakan pedoman standar pelayanan minimal di bidang Pengembangan
dan Promosi Produk UMKM,

s il
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menyusun bahan-bahan dan mefaksanakan kegistan yang baerkaitan dengan
kebijaksn Pengembangan dan Promosi Produk UMKM;

menghimpun dan menyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan program
keterpaduan Pengembangan dan Promosi Produk UMEM:

melaksanakan koordinasi dengan seksi lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Seksi Pengembangan dan Promosi Produk UMKM:

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi
Pengembangan dan Promosi Produk UMKM:

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya:
memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugesnya kepada atasan,

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran

pelaksanaan tugas.

rmenilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier
melaporxan hasil pe_-!aksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
Paragraf 3
Bidang Data dan Fasilitasi Pembiayaan
Pasal 29

Bidang Data dan Fasilitasi Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepala dan
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan operasional, melaksanakan
penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan pengelaiaan
data dan fasilitasi pembiayaan,

il
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Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Bidang
Data dan Fasilitasi Pembiayaanmempunyai fungst

a perencanaan operasional kegiatan pengelolaan data dan fasiltasi
pembiayaan;

b, penyelenggaraan kegiatan pengeloiaan data dan fasilitasi pembiayaan:

¢c. pengendalian dan pembmaan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan data
dan fasilitasi pembiayaan,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesual cengan
tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Data dan Fasilitasi

Pembiayaan, membawahkan:
a. Seksi Data dan Informasi Koperasi dan UMKM;

b. Seksi Fasilitasi Pembiayaan

Pasal 20

Bidang Data dan Fasiitasi Pembiayaan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan

fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai uraian tugas sebagal
berikut:

axhy

merericanakan program kena. kegiatan dan anggaran Bidang Data dan Fasilitasi
Pembiayaan sebagai pedoman pelaksanaan ugas;

merencanakan operasional Bidang Data dan Fasilitasi Pembiayaan berdasarkan
skala prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kineria Bidang Data dan Fasilitas
Pembiayaan yang akan dikcordinasikan cleh  Sekretanal sebagal
pertanggungjawaban Kepala Dinas kepada Bupati:

melaksanakan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnys dengan instansi ferkait.
mengendalikan dan mengevaiuasi kegiatan pengelciaan Data dan Fasiltasi
Pembiayaan,

mempartanggungjawabkan laporan-laporan kegiatan, keuangan secara oulanan,
triwulan, tahunan yang akan dikoordinasikan Sekretarial pada Dinas;



mengendalikan pelaksana teknis kegiatan lingkup bidang data dan fasilitasi
pembiayaan:

menyelenggarakan analisa data dan informasi yang verkaitan penyelenggaraan
urusan Koperasi dan UMEM.

menyelenggarakan kegiatan pengeiolaan data potensi Koperasi dan UMKM di

Kabupaten Bakasi

menyelenggarakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koperas: dan
IMEM;

menyusun bahan pelaksanaan pengembangan sistem Informasi di bidang
Koperasidan UMKM;

menyusun bahan pelaksanaan pembinaan pengeloiaan sistem informasi
administrasi di bidang Koperasi dan UMKM;

menyelenggarakan kegiatan koordinasi pengelolaan informasi administrasi di
bidang Koperasi dan UMKM,

menyelenggarakan pengembangan jaringan komunikasi data;

menyelenggarakan kegiatan penyediaan ‘sarana dan prasarana jaringan
komunikasi data di bidang Koperast dan UMKM;

menyusun bahan format pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data gan
informasi sebagai hahan pengambilan keputusan;

mangatur dan mengarahkan kegiatan pengelolzan data serta penyajian data hasil
kegiatan Seksi Data dan Informasi Koperasi dan UMK

menghimpun dan menyusun bahan laporan akuniabilitas kinena bidang urusan

fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM;

menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dats dan informasi yang berkaitan
fazilitasi pembiayaan koperasi dan LUMKM

mengslola dan menganalisa berkaitan dengan urusan fasilitasi pembiayaan

koperasi dan UMKM,

menganalisa mengenai teknis alokasi fasilitas pembiayaan. koperasi dan UMERM
melalui bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan
lembaga keuangan alternatif lainnya dan pengembangan institiss: pasar, janngan
lembaga keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan Koperasi oan LN

maupun barsaing;

= = 5




bb.

cC.

dd.

8g-

hh.

menyelenggarakan pengumpulan bahan-bahan untuk penyusunan kebiakan
teknis operasional program dan anggaran bantuan peri:uat'an dan penumbuhan

iklim yang kondusif bagi pembangunan Koperasi.

menyusun bahan-bahan untuk peiaksanaan kerja sama dengan lembaga dan atau
badan luar negeri dalam pening_katan modal koperasi dan UMKEM

menyusun bahan-bahan dalam rangxa pemberdayaan Koperasi-dan UMKM calam
penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecl o tingkat kabupaten meliputi

pendanaan/penyediaan sumber dana, lata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan

dana;

menyusun bahan-bahan untuk pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi dan

UMEM:

membina pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan kegiatan sehagal
pertanggungjawaban kepada atasan

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperast;

menyusun bahan laporan  skuntabiliias kerfa Bidang Penyuluhan dan

Pemberdayaan Koperasi;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan peiaksanaan 1eknis kegiatan lingkup Bidang Penyuluhan dan
Pemberdayaan Kopéerasi|
melakukan pengamanan dan pemelinaraan barang milik daerah di ingkup Bidang

Penyuluhan dan Pemberdayaan Koperasi;

melaksanakan peﬁgmasan internal di lingkungan Bidang Penyuluhan dan

Pemberdayaan Koperasi;

mempelajan, memahamt dan menyelenggarakan peraturan p&mndan«g—-urﬂangﬁﬁ
yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang fugasnya kepada atasan;

melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
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membagi tugas dan memberkan petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran
pelaksanaan fugas;

menilai haszil kerja bawsahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

kamner;
melaperkan hasil pelaksansan tugas danfatau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Pasai 31

Seksi Data dan Informasi Koperssi dan UMKEM mempunyal tugas pokoK
merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan
administrasi pengendalian dan peningkatan koperasi, usaha mikro, kecil dan
menengah di bidang Data dan Informasi Koperas: dan UMKM.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Data dan Informasi Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan pengiclaan data dan informasi kaperas dan UMKM;
b pelaksanaan kegiatan penglolaan data dan informasi koperasi dan UMKM:

c. pembagian pelaksanaan tugas penglolaan data dan informasi koperasi dan
LIMERM;

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 32

Seksi Data dan Informasi Koperasi dan UMKM dipimpin Qlen s€arang Kepaia,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

4.

menyusun program kerja Seksi Data dan Informasi Koperasi dan UMKM sebagai
pedoman pelaksanaan tugas.

merencanakan operasional Seksi Data dan Informas: Koperasi dan UMKM
berdasarkan skala prortas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam
pelaksanaan tugas;



menganalisa data dan informasi yang berkaitan penyelenggaraan urusan Koperasi
dan UMKM,

melaksanakan kegiatan pengelolaan data potensi Koperasi dan UMKM di

Kabupaten Bekasi;
melaksanakan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koperas: dan UMEM:;

menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sistem informas: di bidang
Koperasi dan UMKM;

menyiapkan bahan peiaksanaan pembinaan pengelolaan sistern  informasi

administrasi di bidang Koperasi dan UMKM.

melaksanakan kegiatan koordinasi pengelolaan informasi administrasi di bidang

Koperasi dan UMKM;
melaksanakan pengembangan jaringan komunikasi data;

melaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana janngan komunikasi
data di bidang Koperasi dan UMKM;

menyiapkan bahan format pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dats

dan informasi sebagail bahan pengambilan keputusan,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sena penyajian data hasil kegiatan

Seksi Data dan Informasi Koperasi dan UMKM,
menghimpun dan menganalisa data sera menyajikan laporan hasil kegiatan,
menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisas: permasalanan di fingkup

_tugasnya serta meneari alternatif pemecahannya.

melsksanakan pengawasan internal di lingkungan Seksi Data dan Informasi
Koperasi dan UMKM fugasnya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

memberi saran dan pertimbangan teknis kepada atasan

mambagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas

dapat berjalan lancar;
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meniial hasil kerja bawahan uniuk bahan pengembangan kaner,
melaporkan hasii peiaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan.

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan.

Pasal 33

Seksi Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
meiaksanakan, membagi tugas dan mengontrol kegiatan administrasi
sengendalian dan peningkatan koperasi, usaha mikro, keci dan menengah oi
bidang fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi

Fasilitasi Pembiayaan mempunyai fungsi:
a, perencanaan kegiatan urusan fasilitasi pembiayaan koperas: dan UMREM;
b. pelaksanaan urusan fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM;

¢ pembagian pelaksanaan tugas urusan fasiliasi pembiaysan koperasi dan
UMEKM;

d pelaksanaan tugas lain yang dibenkan cleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Fasal 34

Seks| Fasilitasi Pembiayaan dipimpin oleh seorang Kepaia. mempunyai uraian tugas
sebagai benkut; .

a.

menyusun program kera Seksi Fasilitasi Pembiayaan sebagal pedoman

pelaksanaan tugas,

merencanakan operasional Seksi Fasilitasi Pembiayaan berdasarkan skala
prioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas

menghimpun dan menyusun bahan japoran akuntabilitas kinerja bidang urusan

fasilitasi pembiayaan koperasi dan UMKM;

menganalisa data dan informasi yang berkaitan fasilitasi pembiayaan koperas: dan
UivikM;




e mengelola dan menganalisa berkatan dengan urusan fasiliasi pembiayaan
kKoperasi dan UMKM,

f menganalisa mengenai teknis alokasi fasilitas pembiayaan, koperasi dan UMEM
melalui bank millk koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan
lermbaga keuangan afternatif lainnya dan pengembangan institusl pasar, jaringan
iembaga keuangan, teknologr tepat yang memungkinkan koperasi dan UMKM

maupun bersaing;

g melaksanakan pengumpulan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan teknis
operasional program can anggaran bantuan perkuatan dan penumbunan iKlim

yang kondusif bagl pembangunan koperasi:

h,  menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kefa sama dengan lembaga dan
atau badan luar negen dalam peningkatan modal koperasi dan UMKM,

menyusun bahan-bahan dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan UMKM dalam

penumbuhan [klim usaha bagl usaha kecil di tingkal xabupaten meliputl

pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan Kebutuhan

dana;

ki menyiapkan bahan-bahan untuk pefaksanaan penyertaan modal pada koperasi

dan UMKM,

K menghimpun dan menganalisa data sera menyajikan laporan hasil kegiatan

3 menyusun bahan laporan akuntabilitas kinera,

m  mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan c ingxup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannys;

n. . melaksanakan pengawasan intemai di lingkungan Seksi- Data gdan Informasi

Koperast dan UMKM tugasnya:

mempelaiarl. memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya;

4]

p. member saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan ugas

A2

dapat berjalan lancar,;

menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier.

b
'




.

8.

L

{1}

{2}

(2}

melaporkan hasi pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan:

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Paragraf 6
Bidang Penilaian dan Pengawasan
Pasal 35

Bidang Penilaian dan Pengawasan dipimpin cleh seorang Kepala dan mempunyai
tugas pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan,
mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan Kegatan penilaian dan
pengawasan koperasi. usaha mikro, kecil dan menengan.

Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat {1), Bidang

Penilaian dan Pengawasan mempunyai fungsi:

a. persncanaan operasional kegiatan penilaian dan pengawasan koperasi,

usaha mikro, kecil dan menengah;

b. penyelenggaraan kegiatan penilaian dan pengawasan koperasi, usaha

mikro. kecil dan menengah;

¢. pengendalian dan pembinaan penyalenggaraan kesgiatan penilaian dan
pengawasan Koperasi, usaha mikro, kecil dan menengan

d, pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan langsung sesual dengan

tugas dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsl Bidang Penilaian aan
Pengawasan, membawankan.
a Seksi Penilaian Koperasi dan UMKM;

b, Seksi Pengawasan Koperasi dan UMEM.




Pasal 36

Bidang Penilaian dan Pengawasan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, mempunyal uraian tugas sebagai berikut!

=)

mersncanakan program kera Bidang Penilaian dan Pengawasan sehagai

pedoman pelaksanaan tugas:

merencanakan operasicnal Bidang Penilaian dan Pengawasan berdasarkan skala
orioritas dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas;

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksana teknis kegiatan lingkup bigang

penilaian dan pengawasan Koperasi dan UMKM;

menyelenggarakan sertifikasi usaha mikro kecil dan menengah bekerjasama
dengan SKPD terkait;

menyelenggarakan penilaian kesehatan KSP [ USP koperasi dan klasifikasi
koperasi,

menyelenggarakan hasil-hasil penstapan unggulan dan kinera koperasi

menyelenggarakan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang
tidak menyelenggarakan kewajibannya;

mengelola dan menganalisa berkaitan dengan urusan pengawasan dan

pengendalian Koperasi dan UMKM;

menyslenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran

koperasi. '

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan fasilitasi
pelaksanaan pengesahan perubahan AD yang menyangkut penggapungan,
pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kabupaten,
pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman pemerintah di
fingkat kabupaten seria pembinaan dan pengawasan K3P dan USP koperasi di
tingkat kabupaten:;




k. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan, koperasi dan UMKM melalu bank

mililk koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga
keuangan alternatif lainnya; dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga
keuangan, teknologi tepat yang memungkinkan koperas: dan UMKM maupun

bersaing,

l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan
lembaga dan atau badan |uar negeri dalam pangembangan koperas: dan UMKM:

m.  menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan
pemberdayaan koperasi meliputi Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di
tingkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemernntah, bimbingan dan
penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam
wilayah kabupaten, Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten, fasilitas!
pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP
dalam wilayah kabupaten serta pemberian sanksi adminisiratif kepada KSP dan
USP dalam wilayah kabupaten yang tidak menyelenggarakan kewajibannya;

n. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebjakan
teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuaian dan psnumbuhan

iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi;

o. menyelenggarakan pemantauan penerapan penanjian atau persefujuan
internasional yang telah disyahkan atas nama negara di Dicang koperasi.

p. menyeslenggarakan bimbingan koperasi di bidang kelembagaan, produksi,
pembiayaan, pemasaran dan janngan usaha serta pengembangan sumber daya
manusia: program pengembangan jaringan sistemn informasi koperasi,

q. -_menyeienggarahan bimbingan pedoman akuntansi koperasi:

r. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap  kegiatan
perlindungan dalam rangka kebijakan perizinan kepada koperas: antara lain
pencadangan lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang dan jasa,

pemborongan baring pemernntan;



ad.

Do.

dd

ag-

menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kebijakan pembardayaan UMKM dalam penumbuhan ikiim usaha bagi usaha kecil
di tingkat kabupaten meliputi Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan
syarat pemenuhan kebutuhan dana. persaingan, prasarana, informasi, kemitraan,

perizinan dan perlindungan;

menyelenggarakan kegiatan pemantuan penarapan perjanjian atau persetujuan
nternasional yang telah disahkan atas nama negarza di bidang UMKM

menyelenggarakan pengawasan, monitonng, dan evaluasi upaya pembardayaan
Koperasi dan UMKM dalam wilayah kabupaten dan kegiatan penyelenggaraan

koperasi dan UMKM;

menyelenggarakan pengendalian atas pelaksanaan penyertaan medal pada
koperasi dan Pengendalian atas pelaksanaan sistem distribusibagi koperas: dan
UMEM:

memberi saran dan perimbangan teknis kepada atasan,
membina pelaksanaan evaluasi dan perumusan laporan kegiatan sebagai

pertanggungjawaban kepada atasan;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang fain:

menghimpun, mengelah dan menganalisa data sera penyajian data hasil kegiatan

yrusan pelayanan Bidang Penilaian dan Pengawasan,
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Penilaian dan Pengawasan.
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan:

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Penilaian dan

- Pengawasan, *

melakukan pengamanan dan pemeliharaan harang milik daerah di lingkup Bidang

Peniizian dan Pengawasan,

melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Bidang Penilaian dan

Pangawasan,

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan bidang tugasnya.

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;



hh. melsksanakan evaluasi tugas dan menginveniarisasi permasalahan lingkup

il.

kk.

(1)

(2l

tugasnya seria mencan aliemnatif pemecahannya;

membagl tugas dan member pefunjuk kepada bawahan uniuk kelancaran

pelaksanaan tugas,

menitai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

meiaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan,

medaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

FPasal 37

Seksi Penifaian Koperasi dan UMKM mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengentrol kegiatan administrasi
Penilaian dan Pengawasan koperasi. usaha mikro, kecll dan menengah di bidang
pendapatan asli dasrah

Untuk meiaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Seksi
Penilaian Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi;

8. perencanaan kegiatan penifaian Koperasi dan UMKM;
b. pelaksanaan kegiatan penilaian Koperasi dan UMEM:
c.  pembagian pelaksanaan tugas penilaian Koperasi dan UMEM:

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh alasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 38

Seksl Penllaian Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai berikut:

b.

menyusun program kerja Seksi Penilaian Koperasi dan UMKM pedoman
pelaksanaan tugas;

menyusun program kera, rencana kegiatan dan anggaran Seks: Penilaian
Koperasi dan UMKM sebaga: pedoman pelaksanaan tugas



d  melaksanakan sertifikasi usaha mikro kecll dan menengah bekerjasama dengan
SKPD terkait;

. melaksanakan penilaian kesehatan KSP / USP koperasi dan kiasifikasi koperasi;
i melaksanakan hasil-hasil penetapan unggulan dan kinera koperasi,

g melaksanakan pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP yang tidak
melaksanakan kewajibannya;

h.  melaksanakan koordinasi dengan seksi [ain;

L menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Seksi Penilaian Koperasi dan UMKM;
j menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja
k. menyusun perfanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

. melsksanakan program pengawasan internal di lingkungan Seksi Fenilaian
Koperasi dan UMKM:

m. mempelajan, memahami dan maiaksanakan peraiuran perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya;
n.  memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan.

0. melaksanakan evaluas: tugas dan menginvertansasi permasalahan di Engkup

tugasnya sarta mencan aiternatif pemecahannya,;

p.  menilat hasil keria bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan

karier;

q. __melaparkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

. telaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibenkan oleh atasan

Pasal 38

Seksi Pengawasan Kgperasi dan UMKM.dipimpin oleh seorang Kepaia. mempunyai

draian tugas sebagal bankut:

a. menyusun program kera Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM.sebagai

pedoman pelaksanaan tugas:



1'! merencanakan operasional Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM . berdasarkan

skala pnontas dan dana yang tersedia sebagal dasar dalam pelaksanaan tugas,

mengelola dan menganalisa berkatan dengan wurusan pengawasan dan

pengendalian Koperasi dan UMKM;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebiiakan
pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi.

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan fasilitasi
pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangxul
penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah
xabupaten, pembubaran koperasi di tingkat kabupaten sesuai dengan pedoman
pemerintan di tingkat kabupaten serta pembinaan dan pengawasan KSP dan
USP koperasi di tingkat kabupaten;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan
teknis alokasi fasilitas pembiayaan, koperasi dan UMKM melalui bank milik
Koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan non bank dan lembaga keuangan
alternatif lainnya: dan pengembangan institusi pasar, jaringan lembaga keuangan,
teknologi tepat yang memungkinkan koperasi dan UMKM maupun bersaing

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dengan
lembaga dan atau badan luar negeri dalam pengembangan koperasi dan UMKM;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebiakan
pemberdayaan koperasi meliputi Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di
tngkat kabupaten sesuai dengan kebijakan pemerintah, bimbingan dan
penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam
wilayah kabupaten, Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kabupaten, fasilitas:

“pelaksanaan pembut;aran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP

dalam wilayah kabupaten serta pemberian sanksi administratif kepada KSP dan
USP dalam wilayah kabupaten yang tidak melaksanakan kewajibannya;

melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan teknis
operasional pregram dan anggaran baniuan perkuatan dan penumbuhan ikiim

yang kondusif bagi pembangunan koperasi,

melaksanakan pemantauan penerapan perjanjian atau persatujuan internasional

yang telah disyahkan atas nama negara di bidang koperasi:




k  melaksanakan bimbingan koperasi di bidang kelembagaan. produksi,
permbiayaan, pemasaran dan jaringan ussha serta pengembangan surmber daya
manusia; pregram pengembangan jaringan sistem informasi koperasi,

l, melaksanakan bimbingan pedoman akuntansi koperasi,

m  melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan perindungan
dalarm rangka kebijakan perizinan kepada koperas| antara lain pencadangan
lokasi usaha, bidang usaha, pengacaan barang dan jasa, pemborongan baring
pemeannian;

n.  melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan
pemberdayaan UMKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di ingkat
kabupaten meliputi Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat
pemenuhan kebutuhan dana, persaingan, prasarana, informasi, Kemitraan.

perizinan dan perindungan;

o, melaksanakan kegiatan pemaniuan pensrapan perjanjian atau persetujuan
internasional yang telah disahkan atas nams negara di bidang UMKEM:

6. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi upaya pemberdayaan
Koperasi dan UMKM daiam wilayah kabupaten dan kegiatan penyslenggaraan
koperasi dan UMKM;

g. melaksanakan pengendalian atas pelaksanaan penyeraan modal pada koperasi
dan Pangendalian atas pelaksanaan sistem disiribusibag koperas) dan UMEM

r.  melaksanakan koordinasi dengan seksi |ain.

s. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajan dala hasi| keg:atan
Seksi Pengawasan Koperasi dan UMKM,

E menyusun bahan laporan akuntabilitas kerna;

U,  menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

v. melaksanskan program pengawasan intemal di lingkungan Seksi Pengawasan
Koperasi dan UMEM,

w. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang tugasnya,

¥ memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada alasan,




aa.

bb,

e

(1)

{2)

{3

()

(5

(8)

meisksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasaiahan di lingkup
tugasnya seria mencari alternatf pemecahannya;

membagl fugas dan member petunjuk kepada bawahan untuk Keiancaran

pelaksanaan Wgas:

manilal hasil kerja bewahan secara befenjang untuk bahan mengembangkan

Karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan

melaksanakan tugas kedinasan |annya yang diberikan cleh atasan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian

kegiatan Dinas sesuai kebutuhan

Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya berianggung
jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumiah tenaga dalam jenjang |anatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesual bicang keahliannya.

Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin cleh searang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

Pembentukan jabatan fungsional ditetapkan perdasarkan sifiat jenis. kebutuhan

dan beban keranya

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan parundang-undangan

yang beriaku.



BAB IV
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41

(1) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas dilaksanakan oleh Kepala Bidang-
Kepala Bidang, Kepala Seksi-Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional

menurut bidang tugasnya masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prnsip

koordinasi, integrasi. sinkronisasi dan simplifikas

(3} Setiap pimpinan sstuan organisasi di lingkungan Dinas wajib memimpin dan

memberikan bimbingan seria petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 42

(1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Bupati meialul Sekretaris
Daerah.

(7} Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bananggung jawab dan

~—wajib menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

(3) Pengaturan mangenai jenis laporan dan cara penyarmpaiannya berpadoman pada
ketentuan yang berlaku.




Hal Mewakili

Pasal 43

‘Sekretaris mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

(2) Apabila Sekretaris berhalangan. Kepala Dinas dapat menunjuk saian seorang
Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB V
. KEPEGAWAIAN
FPasal 44

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan cleh Bupat berdasarkan usulan
Sekretaris Daerah.

(2) Kepala Dinas wajib melaksanskan pembinaan, pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat can gaji
. pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang perlakuy,

(4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

BAB Wi
PEMBIAYAAN
Pasal 54

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah |
Kabupaten Bekasi.




e e
Pasal 45

Jan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2009
ntang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kedil dan
ons M‘B&nﬂauangan dan Aset dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

.
i

Paszal 46

aturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

sstiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan inf dengan
natan wva dalam Berifa D-ﬂE"I"H.h

__

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 DESEMBEE 2014
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